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BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Keberadaan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat di Desa Colol, 

Kecamatan Poco Ranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, sudah ada jauh 

sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak ulayat 

tersebut pada kenyataannya masih dikelola dan dikuasai bersama oleh 

masyarakat hukum adat yang diwakili oleh sistem kepemimpinan dalam suatu 

kelembagaan adat beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya. 

Masyarakat tersebut masih terikat oleh tatanan hukum adat mengenai 

pengurusan, penguasaan penggunaan hak ulayat atas tanah yang berlaku, 

diakui dan ditaati oleh masyarakat hukum adat setempat. Sengketa/konflik 

yang terjadi dalam lingkungan masyarakat hukum adat, pada umumnya 

diselesaikan melalui forum penyelesaian sengketa adat yang masih 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Dalam rangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai 

Timur belum berupaya dan memiliki kemauan untuk membuat suatu kebijakan 

berupa Peraturan Daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan 

perlindungan hukum terhadap hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat 

setempat. Hal tersebut, berimplikasi pada tidak adanya jaminan perlindungan 

dan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hak ulayat 

atas tanah oleh masyarakat hukum adat. Sejauh ini, adapun upaya yang 
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dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur sebagaimana 

terdapat dalam hasil Kesepakatan Bersama Tiga Pilar Pengelolaan Bersama 

Taman Wisata Alam Ruteng, yaitu akan diterbitkan Peraturan Daerah yang 

secara khusus lebih kepada penguatan kelembagaan adat yang ada. 

B. Saran 

Dalam rangka otonomi daerah, melalui kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah, maka sesuatu yang mendesak untuk dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur yaitu eksekutif bersama 

legislatif (DPRD) untuk sesegera mungkin merumuskan dan membentuk 

peraturan daerah yang secara khusus memberikan pengakuan dan perlindungan 

hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dan hidup, 

khususnya di Desa Colol Kecamatan Poco Ranaka Timur Kabupaten 

Manggarai Timur. Hal tersebut, selain memberikan jaminan kepastian hukum 

mengenai hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat, juga sangat 

dibutuhkan manakala orang atau masyarakat luar maupun pemerintah hendak 

berhubungan atau melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan hak 

ulayat atas tanah masyarakat hukum adat bersangkutan. 
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